HUKUM  ACARA  PERDATA

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA


LITIGASI/PENGADILAN


NON LITIGASI/DILUAR PENGADILAN

· Perkawinan




- Sengketa bisnis

· Perceraian

· Sengketa tanah 

· Sengketa bisnis, dsb

Dengan cara :

1. NEGOSIASI

2. MEDIASI

3. KONSILIASI

4. ARBISTRASE

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN

TAHAPAN BERACARA  PERDATA :

1. SURAT KUASA (KHUSUS)

2. GUGATAN

3. JAWABAN 

4. REPLIK

5. DUPLIK

6. PEMBUKTIAN

7. KESIMPULAN

8. PUTUSAN

PERADILAN  AGAMA

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian, perwalian anak, harta gono-gini, dan kasus keluarga lainnya khusus bagi orang yang beragama Islam.  Acara persidangan di Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tahapan beracara di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian :

1. GUGATAN diajukan oleh Penggugat (istri)

2. JAWABAN disampaikan oleh Tergugat (suami).  Jawaban berisi eksepsi mengenai kewenangan pengadilan agama tersebut, dalam pokok perkara baik konpensi (jawaban atas gugatan) maupun disertai dengan Rekonpensi (gugatan balik terhadap Penggugat) 

3. REPLIK disampaikan oleh Penggugat, berisi tanggapan atas Jawaban dari Tergugat dalam Konpensi dan dapat juga disertai Jawaban Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi atas gugatan balik/Rekonpensi dari Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi

4. DUPLIK, disampaikan oleh Tergugat dalam konpensi sebagai tanggapan atas Replik dari Penggugat dalam Konpensi dan bisa disertai dengan tanggapan/Replik dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, yang kemudian Replik tersebut ditanggapi kembali dalam bentuk Duplik  oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi

5. PEMBUKTIAN, sesuai susunan alat bukti dalam Pasal 1865 KUH Perdata/BW jo Pasal 163 HIR terdiri dari :

· Bukti tertulis/surat (baik akta atau bukan akta)

· Saksi

· Persangkaan (hakim)

· Pengakuan (para pihak)

· Sumpah

Dapat juga ditambah bukti berupa saksi ahli sesuai Pasal 153 HIR

6. KESIMPULAN, dibuat oleh para pihak

7. PUTUSAN dijatuhkan oleh hakim.  Para pihak dapat mengajukan banding ataupun tidak atas putusan hakim dan permohonan banding tersebut harus diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan atau 14 hari sejak putusan diterima oleh pihak apabila persidangan acara putusan tidak dihadirinya. 

· dalam gugatan perceraian dapat pula didalamnya disertai tuntutang mengenai harta gono-gini dan perwalian anak yang harus jelas di cantumkan dalam petitum

· Gugatan berisi :

a. Identitas Penggugat dan Tergugat

b. Posita/Fundamentum petendi, yaitu uraian peristiwa secara kronologis dan ketentuan hukum yang mendasari gugatan tersebut

c. Petitum, yaitu tuntutan yang diinginkan penggugat, sehingga hakim tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang diminta Penggugat dalam petitumini/hakim tidak akan memutuskan hal yang melebihi tuntutan dalam petitum

· Dalam masa persidangan hakim harus menyampaikan bahwa kedua pihak masih dapat berdamai sebelum putusan dijatuhkan

